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KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   71   TAHUN  2009

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL TIM TEKNIS PADA DINAS PERIJINAN  

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang 
	:
	a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan kelancaran operasional penyelenggaraan pelayanan perijinan perlu menunjuk tim teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Personil Tim Teknis pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;



	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 1998 tentang Ijin Usaha Angkutan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penggunaan Kios dan Los Pasar;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi di Kabupaten Bantul;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bantul;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Industri di Kabupaten Bantul;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bantul;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ijin Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bantul;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Bantul;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Gudang di Kabupaten Bantul;

23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor ...... Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perijinan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;



	
	
	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menunjuk Personil Tim Teknis pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEDUA
	:
	Tugas Personil Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. meninjau lokasi atau tempat usaha pemohon ijin sesuai dengan permohonan yang diajukan untuk pemeriksaan teknis;

b. memberikan kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;

c. menandatangani Berita Acara hasil tinjauan lokasi;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.



	KETIGA
	:
	Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perijinan.



	KEEMPAT
	:
	Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapakan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;

4. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor Kabupaten Bantul;

5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

9. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR           TAHUN

TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM TEKNIS DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL

	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	KETERANGAN

	1.

2.

3.

4.

5.
	Ketua

Sekretaris

Anggota

Tim Teknis

Pembantu Pelaksana
	Sekretaris Daerah Kab. Bantul

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul

1. Ka. Bapedal Kab. Bantul

2. Ka. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul

3. Ka. Dinas PU Kab. Bantul

4. Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul

5. Ka. Dinas Perindagkop Kab. Bantul

6. Ka. Dinas Perhubungan Kab. Bantul

7. Ka. Dinas Pertanian dan Kehutanan  Kab. Bantul

8. Ka. Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul

9. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul

10. Ka. BPN Kab. Bantul

11. Sekretaris Dinas Perijinan Kab. Bantul

12. Ka. Bid. Pelayanan dan Informasi Dinas Perijinan Kab. Bantul

13. Ka. Bid. Pendataan dan Penetapan Dinas Perijinan Kab. Bantul

14. Ka. Bid Pengaduan dan Pengawasan Dinas Perijinan Kab. Bantul

1. Unsur Dinas PU Kab. Bantul

2. Unsur Bapedal Kab. Bantul

3. Unsur Dinas Perindagkop

       Kab. Bantul

4. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Bantul

5. Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul

6. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul

Unsur Dinas Perijinan Kab. Bantul


	1. Suprihana, ST

2. Suwardi

3. Agus Muji Hartono

1. Ir. Suryono

2. Antony Hutagaol, SP

1. Bambang Suryono

2. R. Sapto Wijanarko, SE

Jaka Sutrisna, SE

Raharjo

Nyono, SSn

1. Ihwan Qomaru, S.IP

2. Suharyanto, SE

3. Siti Nurul Haqimah

4. Bambang Sri Wahyonohadi

5. Wiwin Istiumaya, S.IP




BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

1

